BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 278
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi;

b. bahwa dengan adanya perkembangan dan dinamika
peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi perlu untuk
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif

dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);




7.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 128);




14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 930);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019
Nomor 2 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 2 Seri D), diubah sebagai berikut:




1.

Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 17, angka 18,
dan angka 19 diubah, angka 10, angka 11, angka 14,
angka 15, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 dan
angka 24 dihapus, diantara angka 16 dan angka 17
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a, dan
ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 28, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Malang.

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

6. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa
materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang
ataupun pendorong dengan sengaja.

7. Pemberian Insentif adalah dukungan Pemerintah
Daerah kepada Pelaku Usaha dan/atau Investor dalam
rangka mendorong peningkatan penanaman modal di
Daerah.

8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas
dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha dalam
rangka mendorong peningkatan penanaman modal di
Daerah.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

10. Dihapus.

11. Dihapus.

12. Investasi adalah penanaman modal suatu usaha atau
perusahaan dengan maksud mendapatkan

keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan
pendapatan maupun melalui ventura yang lebih
berorientasi pada risiko yang dirancang untuk
mendapatkan perolehan modal.




13.

14.
15.
16.

16a.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya
tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait bidang
tersebut.

Dihapus.

Dihapus.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal
yang mempunyai nilai ekonomis.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada
penanam modal untuk merealisasikan penanaman
modal dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan
atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
Pengawasan adalah wupaya atau kegiatan yang
dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya
penyimpangan atas pelaksanaan penanaman
modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran
atau penyimpangan atas ketentuan peraturan
perundang-undangan.




27.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu
perizinan dan nonperizinan  yang mendapat
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap terbitnya dokumen.

28. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang
diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubabh, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung
sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (3) huruf a
dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pelaku Usaha dan/atau Investor yang melakukan
kegiatan usaha pada kawasan prioritas perkembangan
dan program strategis dapat diberikan Insentif dan
kemudahan Investasi.

(2) Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan
menurut kawasan tempat usaha.

(3) Kawasan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:

a. dihapus;
b. kawasan pariwisata; dan

c. kawasan industri.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Jenis  Pajak  Daerah yang dapat diberikan
pengurangan, keringanan atau pembebasan meliputi:
a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
b. Pajak Reklame; dan
c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.




(2) Jenis Retribusi Daerah yang dapat diberikan
pengurangan, keringanan atau pembebasan adalah
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Semua kata investor sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Investasi, dalam hal sesuai ketentuan harus dibaca dan
dimaknai sebagai Pelaku Usaha dan/atau investor.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Juli 2024

BUPATI MALANG,
ttd.
SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Juli 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 4 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 114-4/2024




I.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi.

Namun dengan adanya perkembangan dan dinamika peraturan
perundang-undangan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi perlu disesuaikan, sehingga pelaksanaan pemberian
Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah bisa tepat sasaran dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.




